BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

a. bahwa sehubunga n dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum A nggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggar an sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun
Anggaran 201 7,

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7,

Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang -Undang Nomor 12 T ahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah -Daerah d alam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat I
Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih d an Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perim bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Le mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang -Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tamb ahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);



10. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

11. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um  um
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tent ang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indo nesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20 06 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah  Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia ~ Nomor 5351);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Peme rintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembar an Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);



22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indon esia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang  -Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lemba ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republi k
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah  diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tent ang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaks anaan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 6
Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
Khusus di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daer ah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyus unan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2017  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10
Tahun 2006 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jan gka
Panjang Daerah Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2011 tentan g Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupate n Gresik
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun
2011 tentang R etribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana
telah diubah beberapa kal i terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Dae rah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 -2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9);



Menetapkan

41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Pe  rangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2016 Nom or 18);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 201 6 Nomor 20);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Hak Keuang an dan Administratif
Pimpinan dan Anggota D ewan Perwakilan  Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2017 Nomor 7);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2017  tentang Pertanggung jawaban - Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 201 6 (Lembaran Daerah Kabu paten Gresik
Tahun 2017 Nomor 8 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPA TAN DAN BE LANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20 17.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 201 7 dengan rincian sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah
1. Semula Rp. 2.931.804.877.461,00
2. Berkurang Rp. 85.588.298.790,73
Ju mlah Pendapatan setelah  perubahan
Rp. 2.846.216.578.670,27



b. Belanja Daerah
1. Semula Rp. 2.964.599.712.771,00
2. Berkurang Rp. 50.520.639.475,17
Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp. 2.914.079.073.295,83
Defisit setelah perubahan Rp. 67.862.494.625,56
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp. 32.794.835.310,00
2) Bertambah Rp. 35.067.659.315,56

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 67.862.494.625,56
2. Pengeluaran Pembiayaan Nihil
Jumlah Pembiayaan Netto  setelah perubahan

Rp. 67.862.494.625,56

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  Tahun Berkenaan

setelah perubahan nihil

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal

1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp. 949.661.505.000,00
2. Berkurang Rp. 39.031.344.789,73

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp. 910.630.160.210,27

b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp. 1.428.468 .167 .461 ,00
2. Berkurang Rp. 37.626.559.301,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan
Rp. 1.390.841.608.160,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Semula Rp. 553.675.205.000,00
2. Berkurang Rp. 8.930.394.700,00

Jumlah Lain -Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

setelah perubahan Rp. 544.744.810.300,00



(2) Pendapatan Asli Daerah seb agaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah
1. Semula Rp. 549.739.145.000,00
2. Berkurang Rp. 63.746.047.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
Rp. 485.993.098.000,00

b. Retribusi Daerah
1. Semula Rp. 165.928.872.000,00
2. Berkurang Rp. 35.057.647.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah  perubahan

Rp. 130.871.225.000,00

c. Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah Yang
Dipisahkan
1. Semula Rp. 11.547.533.000,00
2. Bertambah Rp. 2.093.860.210,27
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan setelah perubahan

Rp. 13.641.393.210,27
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah  Yang Sah
1. Semula Rp. 222.445.955.000,00
2. Bertambah Rp. 57.678.489.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
setelah perubahan Rp. 280.124.444.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
a. Dana Transfer Umum
1. Semula Rp. 1.108 .287 .468 .461 ,00
2. Berkurang Rp. 34.582.731.301,00
Jumlah Dana Transfer Umum setelah perubahan
Rp. 1.073.704.737.160,00
b. Dana Transfer Khusus
1. Semula Rp. 320.180.699.000,00
2. Berkurang Rp. 3.043 .828.000,00
Jumlah Transfer Khusus setelah per ubahan

Rp. 317.136.871.000,0 0



(4)

(1)

Lain -Lain Pendapatan Daerah  Yang Sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

Pendapatan :

a. Hibah
1. Semula Rp. 0,00
2. Berta mbah Rp. 375.118.800,00
Jumlah Hibah setelah perubahan

Rp. 375.118.800,00

b. Dana Darurat nihil

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pro  vinsi
1. Semula Rp. 214.569.000.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah
perubahan Rp. 214.569.000.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp. 314.106.205.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah perubahan Rp. 314.106.205.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Pro vinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
1. Semula Rp. 25.000.000.000,00
2. Berkurang Rp. 9.305.513.500,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan
Rp. 15.694.486.500,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaima na dimaksud dalam Pasal 1
huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 1.617.303.311.191,00
2. Berkurang Rp. 30.406.560.987,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Rp. 1.586.896.750.204,00

b. Belanja Langsung
1. Semula Rp. 1.347.296.401.580,00
2. Berkurang Rp. 20.114.078.488 ,17
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp. 1.327.182.323.091,83



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

a.

Belanja Pegawali

1. Semula Rp. 851.526.676.991,00
2. Berkurang Rp. 18.506.670.571,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah ~ perubahan

Rp. 833.020.006.420,00

Belanja Bunga  Nihil

Belanja Subsidi Nihil

Belanja Hibah

1. Semula Rp. 171.531.594.500,00

2. Bertambah Rp. 1.003 .351.500,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp. 172.534.946.000,00

Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 34.236.208.000,00
2. Berkurang Rp. 7.213.575.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp. 27.022.633.000,00
Belanja Bagi Hasil K epada Provinsi/Kab upaten /Kota
dan Pemerintah an Desa

1. Semula Rp. 71.566.801.700,00
2. Berkurang Rp. 7.360.402.916,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kab upaten /Kota dan Pemerintahan Desa
setelah perubahan Rp. 64.206.398.784,00

Belanja Bantuan Keuangan K epada Provinsi/
Kabupaten /Kota , Pemerintah an Desa dan Partai
Politik

1. Semula Rp. 486.942.030.000,00

2. Bertambah Rp. 1.670.736.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kab upaten /Kota , Pemerintahan Desa
dan Partai Politik setelah perubahan
Rp. 488.612.766.000,00

Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Bela nja Tidak Terduga setelah  peruba han
Rp. 1.500.000.000,00






